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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis kebijakan dana desa dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan 

Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Stunting, yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi pada anak, menjadi masalah kesehatan serius yang 

berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebijakan dana 

desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

mengalokasikan dana untuk program-program kesehatan, seperti 

penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, dan perbaikan akses 

layanan kesehatan. Pendekatan partisipatif dan kerjasama lintas sektor 

dipandang sebagai kunci keberhasilan implementasi program ini. Evaluasi 

terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang tepat 

serta pelibatan masyarakat secara aktif mampu memberikan dampak positif 

dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Amahai. Kebijakan ini 

juga diharapkan dapat terus berlanjut dengan pengawasan yang transparan 

dan akuntabel untuk mencapai target jangka panjang dalam peningkatan 

kualitas hidup masyarakat. 

Kata Kunci: dana desa; pemberdayaan masyarakat; stunting. 

 

Abstract 

This study analyzes village fund policies in supporting community empowerment programs 

for handling stunting in Amahai District, Central Maluku Regency. Stunting, caused by 

inadequate nutrition in children, is a serious health issue affecting their growth and 

development. Village fund policies are directed at improving community welfare by 

allocating funds for health programs, such as nutrition counseling, supplementary feeding, 

and improving access to health services. A participatory approach and cross-sectoral 

collaboration are seen as key to the successful implementation of this program. The 

evaluation of this policy shows that proper allocation of village funds and active community 

involvement have positively impacted reducing stunting rates in Amahai District. This 
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policy is also expected to continue with transparent and accountable supervision to achieve 

long-term goals in improving the community's quality of life. 

Keywords: village funds; community empowerment; stunting. 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan indeks Kesehatan 

yang rendah. Penyebab rendahnya indeks Kesehatan yaitu kurangnya 

pengetahuan atau Pendidikan serta pencegahan Kesehatan dan kesadaran 

tentang menjaga lingkungan dari berbagai penyakit. Salah satu penyakit 

yang ditimbulkan adalah kekurangan gizi dalam menjaga pola makan 

atau yang biasa disebut stunting. 

Menurut Kementerian Kesehatan RI, stunting adalah kekurangan 

gizi pada bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung 

lama dan menyebabkan keterlambatan perkembangan otak dan anak. 

Akibat penyakit ini, gizi bayi memburuk dari tahun ke tahun, 

menyebabkan anak tumbuh lebih pendek (lebih pendek) dari standar 

tinggi badan anak biasanya. Anak yang menderita stunting umumnya 

lebih rentan terhadap segala penyakit dan berisiko terkena penyakit 

degeneratif (perubahan sel tubuh yang pada akhirnya mempengaruhi 

fungsi organ tubuh secara keseluruhan) saat menginjak usia dewasa. 

Selain berdampak pada kondisi anak, stunting juga dapat berdampak 

pada masa depan anak, terutama anak usia dini, karena stunting memiliki 

dampak jangka panjang seperti penurunan kemampuan kognitif, 

perkembangan fisik, kesehatan yang buruk, dan reproduksi anak yang 

tertunda. 

Berdasarkan Berdasarkan data Survei Kesehatan Dasar Kementerian 

Kesehatan (Riskesdas) 2019, jumlah anak usia dini di Indonesia adalah 23 

juta. Di mana, 6,3 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting. 

Berdasarkan Survei Indonesia tentang Status Gizi Balita (SSGBI) Tahun 

2019, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 

sebesar 27,67%, masih jauh dari nilai standar WHO. Indonesia masih 

menduduki posisi 4 di peringkat dunia. 

Pemerintah mengambil kebijakan pencegahan anak yaitu sesuai 

dengan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan 

Perbaikan Gizi Khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan 160 kabupaten/kota lebih 

dari 1.600 desa sebagai daerah prioritas pelayanan primer. Artinya, 

pemerintah berupaya melakukan sejumlah upaya untuk mencegah 

penurunan tersebut, yang pertama adalah memperbaiki pola makan 

warga melalui Manfaat Makanan Tambahan (PMT) yang dapat 

meningkatkan nilai gizi anak. 

Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara 
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global maupun di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, penurunan prevalensi stunting 

pada balita telah menjadi salah satu major project dengan target sebesar 

14,00 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan 

kerja keras oleh pemerintah dan berbagai pihak. Walaupun telah 

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan prevalensi 

stunting hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang sebesar 

30,80 persen (Kementerian Kesehatan, 2021), hasil Studi Status Gizi 

Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih menunjukkan jika prevalensi stunting 

pada balita di Indonesia sebesar 24,41 persen. Dalam rangka mencapai 

target stunting 2024, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 

Stunting. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa percepatan 

penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan 

berkualitas melalui koordinasi antarpihak. 

Amahai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Maluku Tengah yang juga menghadapi permasalahan stunting. 

Hingga saat ini, program penurunan stunting terus digalakkan oleh 

pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan memberikan 

hasil yang semakin baik. Hingga Mei 2023, angka stunting mengalami 

penurunan dan saat ini berada pada angka 6,8 persen, menurun dari 

angka di atas 7,14 persen pada tahun lalu. Program ini sangat 

ditunjang oleh adanya kebijakan dana desa dalam mendukung 

program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di 

Kecamatan Amahai. 

Analisis kebijakan dana desa dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan 

Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi kunci penting dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat. 

Pertama, pengalokasian dana desa yang tepat sasaran menjadi hal yang 

krusial dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Melalui 

analisis mendalam, alokasi dana desa dapat dioptimalkan untuk 

memprioritaskan program- program yang bertujuan langsung mengatasi 

masalah stunting, seperti penyediaan gizi seimbang, akses air bersih, dan 

penyuluhan kesehatan. 

Kedua, kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat 

menjadi faktor utama dalam keberhasilan program pemberdayaan. 

Analisis kebijakan perlu menyoroti sejauh mana integrasi antar sektor 

dalam implementasi program. Keterlibatan aktif masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program juga perlu dianalisis 

untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. 

Ketiga, evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan 
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menjadi bagian penting dari analisis kebijakan. Evaluasi ini dapat 

mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi 

dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk 

penanganan stunting. Dari evaluasi tersebut, dapat diambil pembelajaran 

yang berharga untuk penyempurnaan program di masa mendatang. 

Keempat, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa 

perlu diperhatikan secara seksama dalam analisis kebijakan. 

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa dapat 

mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan yang 

berpotensi merugikan program pemberdayaan masyarakat. 

Terakhir, pembangunan kapasitas dan pendekatan berbasis bukti 

juga harus menjadi fokus dalam analisis kebijakan. Pengembangan 

kapasitas baik bagi aparat pemerintah maupun masyarakat lokal dalam 

bidang kesehatan dan pemberdayaan sangat penting untuk 

meningkatkan efektivitas program. Selain itu, pendekatan berbasis bukti 

akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan didasarkan pada data 

dan informasi yang valid untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

penanganan stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang 

memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit 

untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi 

dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” 

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out 

(menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to” 

(menimbulakan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari 

rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “to 

implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu 

aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-

undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan 

lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebuat akan menimbulkan dampak/ 

akibat terhadap sesuatu (Herlina & Hermana, 2018) 

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor 

dan masing- masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait 

dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi 

kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. 

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) 

komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi 

/sikap (dispotition/ attitude), (4) stuktur birokrasi (bureucratic structure) 

dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

Metode Penelitian (12pt) 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
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kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud 

memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan 

dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat 

dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten 

Maluku Tengah. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja 

terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi 

itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan 

respoden. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan 

dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena 

sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik (utuh). 

Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di Kecamatan 

Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Sumber data dalam penelitian 

deskriptif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, 

pengambilan foto. Penelitian ini difokuskan pada implementasi 

kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan 

masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai 

Kabupaten Maluku Tengah. Informan penelitian ini adalah aparat 

Kecamatan Amahai yang memahami tentang implementasi kebijakan 

dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam 

penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. 

Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (dept interview) 

dengan informan kunci yakni pendamping sosial di Kecamatan 

Amahai Kabupaten Maluku Tengah. 

Hasil dan Pembahasan 

Siklus Pengelolaan Dana Desa 

Kebijakan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk 

dalam penanganan masalah stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten 

Maluku Tengah. Dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang 

bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam 

sektor kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dalam konteks penanganan 

stunting, dana desa digunakan untuk mendanai program seperti 

penyuluhan gizi, peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu dan 

anak, serta penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih 

sadar akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik, 

sehingga angka stunting dapat ditekan. 

Implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung program 

penanganan stunting melibatkan berbagai pihak, termasuk 
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pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat. Melalui 

pendekatan partisipatif, masyarakat didorong untuk berperan aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program 

yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini tidak hanya memperkuat 

kapasitas lokal dalam menangani masalah kesehatan, tetapi juga 

membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pencegahan 

stunting. Dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan 

akuntabel, serta kerjasama antar pemangku kepentingan, diharapkan 

program pemberdayaan masyarakat di Amahai dapat berjalan efektif 

dan berkelanjutan, sehingga target penurunan angka stunting di 

wilayah tersebut dapat tercapai. 

Siklus pengelolaan dana desa dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan 

Amahai merupakan rangkaian tahapan yang terstruktur dan 

berkesinambungan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan 

efektif. Siklus ini mencakup lima tahap utama, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang 

masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan dana desa 

digunakan sesuai dengan tujuan program. Melalui siklus ini, pemerintah 

desa bersama masyarakat merancang program yang tepat untuk 

mengatasi stunting, mulai dari identifikasi masalah, alokasi dana, 

pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi keberhasilan program. 

Tahapan siklus pengelolaan ini bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat dalam penanganan stunting dengan cara yang partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti 

pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat, siklus ini 

membantu memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar 

menjawab kebutuhan lokal dan berdampak nyata dalam mengurangi 

angka stunting. Proses ini juga mendorong pengelolaan dana yang lebih 

baik, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat 

berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan 

kualitas hidup masyarakat di Amahai 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting 

dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung program penanganan 

stunting. Di Kecamatan Amahai, perencanaan dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah stunting yang dihadapi oleh masyarakat 

melalui musyawarah desa. Dalam forum ini, pemerintah desa, 

masyarakat, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat bersama-sama 

mendiskusikan data stunting serta kebutuhan prioritas untuk menangani 

masalah tersebut. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat 
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program-program khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting. 

Selanjutnya, pemerintah desa berkoordinasi dengan Puskesmas 

dan dinas terkait untuk memperoleh data dan informasi terkini 

mengenai angka prevalensi stunting di wilayahnya. Informasi ini 

digunakan untuk menetapkan target sasaran, seperti ibu hamil, bayi, dan 

balita, yang akan menerima manfaat dari program pemberdayaan. Dalam 

proses perencanaan, desa juga menyusun anggaran yang spesifik 

untuk mendanai kegiatan seperti penyuluhan gizi, penyediaan 

makanan tambahan, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan 

anak. 

Perencanaan juga melibatkan penentuan indikator keberhasilan 

program stunting. Indikator ini mencakup penurunan angka stunting, 

peningkatan kesadaran gizi masyarakat, dan peningkatan akses 

layanan kesehatan. Rencana ini kemudian didokumentasikan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang 

mengalokasikan dana secara rinci untuk setiap kegiatan yang 

direncanakan. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan program penanganan stunting yang didanai oleh 

dana desa di Kecamatan Amahai dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah disusun dalam RKP Desa dan APB Desa. Tahap ini melibatkan 

eksekusi langsung dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

mengurangi angka stunting, seperti penyuluhan gizi kepada ibu hamil 

dan menyusui, pembagian makanan tambahan kepada balita, dan 

peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Kegiatan ini dilakukan 

oleh kader kesehatan desa, bidan desa, dan petugas Puskesmas dengan 

pengawasan pemerintah desa. 

Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan adalah memastikan 

bahwa program berjalan tepat sasaran dan efektif. Misalnya, dalam 

kegiatan penyuluhan gizi, materi yang disampaikan harus relevan dan 

mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah desa bekerja sama 

dengan petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang akurat 

mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, dan cara merawat 

anak yang baik agar tidak terkena stunting. Kegiatan ini tidak hanya 

melibatkan ibu-ibu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga untuk 

menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. 

Selain penyuluhan, pelaksanaan juga mencakup pengadaan dan 

distribusi makanan tambahan yang bergizi bagi balita dan ibu hamil. 

Dana desa digunakan untuk membeli bahan makanan lokal yang kaya 

akan nutrisi, sehingga secara tidak langsung juga mendukung 

perekonomian lokal. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa 

balita dan ibu hamil menerima asupan gizi yang cukup, terutama pada 
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1.000 hari pertama kehidupan yang sangat krusial untuk mencegah 

stunting. 

c. Penatausahaan 

Penatausahaan dana desa dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting mencakup 

kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan dokumen 

keuangan yang terkait dengan penggunaan dana. Di Kecamatan Amahai, 

setiap pengeluaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan 

stunting harus dicatat secara rinci dan akurat dalam buku kas desa. 

Penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aliran 

dana dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disepakati. 

Setiap transaksi yang dilakukan, seperti pembelian bahan makanan 

tambahan atau biaya penyuluhan, harus disertai dengan bukti transaksi 

yang sah, seperti nota, kuitansi, atau faktur. Dokumen-dokumen ini 

disimpan dengan baik dan dicatat dalam sistem administrasi 

keuangan desa. Proses pencatatan ini harus dilakukan secara 

transparan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan 

dana. 

Penatausahaan juga mencakup pemantauan terhadap saldo kas 

desa secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana tidak 

melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Pemerintah 

desa wajib melakukan rekonsiliasi secara rutin antara buku kas desa 

dengan laporan bank atau penyimpanan tunai untuk memastikan 

tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, penatausahaan juga 

harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program 

stunting digunakan tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan yang 

telah direncanakan. 

Dalam pelaksanaan penatausahaan, peran dari perangkat desa 

seperti bendahara desa sangat krusial. Bendahara harus memiliki 

pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa dan patuh 

pada prosedur yang berlaku. Pemerintah desa juga dapat melibatkan tim 

pendamping desa untuk memberikan bimbingan teknis mengenai 

pengelolaan keuangan yang baik, sehingga proses penatausahaan dapat 

berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. 

Penatausahaan yang baik akan memudahkan dalam proses 

audit dan evaluasi penggunaan dana desa. Dengan pencatatan yang 

lengkap dan akurat, pemerintah desa dapat menunjukkan bahwa dana 

desa telah digunakan secara efektif untuk mendukung program 

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting, sehingga 

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kecamatan 

Amahai. 
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d. Pelaporan 

Pelaporan merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan 

dana desa yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat dan pihak terkait mengenai penggunaan dana desa, 

termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan 

stunting. Pemerintah desa di Kecamatan Amahai wajib menyusun 

laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana secara 

berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Laporan ini memuat 

informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian yang 

diperoleh, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. 

Laporan pelaksanaan kegiatan harus mencakup detail seperti 

jumlah peserta penyuluhan, jumlah balita yang menerima makanan 

tambahan, dan hasil monitoring kesehatan anak. Sedangkan laporan 

keuangan memuat informasi tentang alokasi dana, jumlah dana yang 

telah digunakan, dan sisa dana yang masih tersedia. Laporan ini 

disusun dengan merujuk pada bukti-bukti transaksi dan pencatatan yang 

telah dilakukan pada tahap penatausahaan. 

Transparansi dalam pelaporan sangat penting untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, laporan yang telah disusun 

harus dipublikasikan melalui papan informasi desa atau media lain yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah desa juga dapat 

mengadakan forum atau musyawarah desa untuk menyampaikan hasil 

pelaporan secara langsung kepada warga, sehingga masyarakat dapat 

mengetahui perkembangan program penanganan stunting dan 

memberikan masukan atau tanggapan. 

Selain itu, laporan juga disampaikan kepada pemerintah 

kabupaten, camat, dan instansi terkait sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan yang lengkap 

dan tepat waktu akan memudahkan pihak terkait dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi program, serta memberikan rekomendasi 

perbaikan jika diperlukan. 

e. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus 

pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa di Kecamatan 

Amahai harus menyampaikan laporan akuntabilitas penggunaan dana 

desa kepada masyarakat dan pihak berwenang. Tahap ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa, 

mulai dari perencanaan hingga pelaporan, telah dilaksanakan dengan 

transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks 

program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting, 

pertanggungjawaban mencakup pelaporan mengenai pencapaian 

program, seperti penurunan angka stunting, jumlah ibu dan anak yang 
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telah dilayani, serta penggunaan anggaran secara rinci dan tepat sasaran. 

Laporan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah desa dalam 

mengelola dana desa secara akuntabel dan bertanggung jawab. 

Pemerintah desa di Amahai diwajibkan untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban dalam format yang telah ditentukan oleh 

pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini harus memuat berbagai aspek 

penting, seperti ringkasan pelaksanaan kegiatan, capaian fisik dan non-

fisik, serta rincian penggunaan anggaran. Selain itu, laporan juga harus 

dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti dokumentasi 

kegiatan, daftar penerima manfaat, dan bukti pengeluaran keuangan. 

Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh tim 

pengelola keuangan desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan 

bendahara desa, yang bekerja sama untuk memastikan setiap detail 

tercatat dengan baik. 

Setelah laporan pertanggungjawaban selesai disusun, pemerintah 

desa wajib menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui 

forum musyawarah desa atau media informasi lain yang mudah diakses 

oleh warga, seperti papan pengumuman atau media sosial resmi desa. 

Hal ini penting untuk menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain kepada 

masyarakat, laporan pertanggungjawaban juga harus disampaikan 

kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan instansi terkait lainnya, 

seperti Inspektorat Daerah yang berperan dalam melakukan audit dan 

evaluasi penggunaan dana desa. Dengan begitu, pemerintah desa dapat 

menunjukkan bahwa dana yang telah diterima benar-benar digunakan 

untuk kepentingan publik, khususnya dalam upaya penanganan 

stunting. 

Implementasi Kebijakan Dana Desa 

a. Akses 

Stunting adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh gizi 

buruk yang berlangsung lama, infeksi berulang, dan praktik pemberian 

makanan yang tidak memadai pada anak-anak. Pemerintah melalui dana 

desa telah mendorong peningkatan akses terhadap berbagai layanan 

yang berhubungan dengan penanganan stunting, seperti perbaikan gizi, 

kesehatan ibu dan anak, serta air bersih dan sanitasi. Implementasi 

kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap desa memiliki 

kemampuan dan sarana yang memadai untuk menanggulangi masalah 

stunting secara berkelanjutan. 

Aspek akses menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan 

ini. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan fasilitas kesehatan 

seperti posyandu dan puskesmas pembantu di desa-desa di Kecamatan 

Amahai. Dengan adanya posyandu yang lebih mudah diakses, 
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masyarakat, terutama ibu dan anak, dapat lebih rutin mendapatkan 

layanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan gizi, dan pemantauan 

tumbuh kembang anak. Fasilitas ini juga berperan dalam menyediakan 

edukasi bagi ibu mengenai pentingnya gizi seimbang selama masa 

kehamilan dan masa pertumbuhan anak, sehingga pencegahan stunting 

dapat dilakukan sedini mungkin. 

Dana desa juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur 

aksesibilitas, seperti jalan desa dan transportasi, yang sebelumnya 

menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. 

Dengan perbaikan akses jalan, masyarakat di desa-desa terpencil kini 

dapat lebih mudah mencapai pusat-pusat layanan kesehatan. Hal ini 

sangat penting karena akses yang sulit sering kali menjadi penyebab 

utama keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan pada anak. 

Selain itu, peningkatan akses juga mendorong partisipasi masyarakat 

dalam program-program kesehatan yang diadakan di desa, seperti 

penyuluhan gizi dan program pemberian makanan tambahan. 

Selain infrastruktur, dana desa juga mendukung peningkatan 

akses terhadap air bersih dan sanitasi yang merupakan komponen 

penting dalam pencegahan stunting. Program pengadaan sumur bor, 

pembangunan jaringan air bersih, dan penyediaan fasilitas MCK 

(Mandi, Cuci, Kakus) menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa 

di beberapa desa di Amahai. Akses terhadap air bersih sangat penting 

untuk mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang dapat 

memperburuk kondisi gizi anak. Dengan ketersediaan air bersih, 

masyarakat dapat menerapkan praktik kebersihan yang lebih baik, 

seperti mencuci tangan dengan sabun, yang berdampak langsung pada 

kesehatan anak. 

Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian integral 

dari implementasi kebijakan dana desa. Melalui program ini, masyarakat 

didorong untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah stunting di 

lingkungannya serta merancang solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. 

Misalnya, pembentukan kelompok kerja ibu-ibu yang fokus pada edukasi 

gizi dan pengolahan makanan sehat berbasis bahan pangan lokal. 

Program ini tidak hanya meningkatkan akses pengetahuan masyarakat 

tentang pentingnya gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan 

keluarga dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 

Implementasi kebijakan dana desa juga memfasilitasi peningkatan 

akses ekonomi bagi masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha 

produktif berbasis komunitas. Contohnya adalah program kebun gizi 

desa yang bertujuan untuk menyediakan sumber pangan bergizi seperti 

sayuran dan buah-buahan bagi masyarakat. Hasil dari kebun gizi ini 

selain dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga, juga dapat dijual untuk 
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menambah pendapatan. Peningkatan pendapatan keluarga 

memungkinkan mereka untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-

anak, sehingga upaya penanganan stunting menjadi lebih efektif. 

Kebijakan dana desa turut mendorong peningkatan akses terhadap 

pendidikan kesehatan melalui penyuluhan yang terintegrasi dengan 

program kesehatan desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan 

pemahaman mendalam mengenai pentingnya pencegahan stunting, gizi 

yang baik, dan pola asuh yang sehat. Keterlibatan berbagai pihak, seperti 

kader posyandu, bidan desa, dan petugas kesehatan, memastikan 

bahwa informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan dana desa. Melibatkan dinas kesehatan, 

pemerintah daerah, dan LSM lokal, dana desa dialokasikan secara 

strategis untuk memperkuat program-program yang fokus pada 

penanganan stunting. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan 

yang komprehensif, seperti konsultasi gizi dan pemeriksaan kesehatan 

gratis, menjadi lebih baik berkat sinergi yang dibangun antar pihak 

terkait. 

b. Bias 

Implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, 

Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk mendukung program 

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting. Namun, dalam 

pelaksanaannya, terdapat berbagai bias yang mempengaruhi efektivitas 

kebijakan tersebut. Bias dalam implementasi kebijakan dapat muncul dari 

berbagai aspek, seperti distribusi dana yang tidak merata, preferensi 

kelompok tertentu, hingga kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Bias 

ini dapat menghambat pencapaian tujuan utama program, yaitu 

menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Salah satu bentuk bias yang sering muncul adalah distribusi dana 

desa yang tidak merata di antara desa-desa di Kecamatan Amahai. Desa 

yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan sering kali mendapatkan 

perhatian lebih besar dalam hal alokasi dana, sementara desa-desa 

terpencil seringkali terpinggirkan. Hal ini menyebabkan ketimpangan 

akses terhadap program-program kesehatan dan pemberdayaan, 

sehingga masyarakat di desa terpencil tetap menghadapi tantangan 

dalam penanganan stunting. Ketidakmerataan ini menunjukkan adanya 

bias dalam pengambilan keputusan terkait distribusi dana desa. 

Bias juga terlihat dalam pemilihan program-program yang didanai, 

di mana sering kali program yang dipilih lebih berfokus pada kegiatan 

fisik seperti pembangunan infrastruktur daripada program 
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pemberdayaan masyarakat secara langsung. Misalnya, dana desa lebih 

banyak digunakan untuk membangun posyandu atau puskesmas 

tanpa memperhatikan bahwa sumber daya manusia dan kapasitas 

pelayanan di fasilitas tersebut masih sangat terbatas. Program-program 

peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan gizi, edukasi 

kesehatan, dan pendampingan ibu hamil, sering kali terabaikan. Bias 

ini terjadi karena adanya pandangan bahwa pembangunan fisik lebih 

terlihat hasilnya, padahal program pemberdayaan masyarakat sangat 

penting untuk perubahan perilaku jangka panjang. 

Preferensi kelompok tertentu, seperti perangkat desa atau elit lokal, 

dalam pengambilan keputusan juga menimbulkan bias dalam 

implementasi kebijakan dana desa. Keputusan sering kali diambil 

berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tanpa melibatkan 

masyarakat secara luas. Akibatnya, program-program yang 

dilaksanakan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, 

terutama yang berada di kelompok rentan. Misalnya, alokasi dana 

untuk program penanganan stunting mungkin lebih sedikit 

dibandingkan dengan program yang menguntungkan kelompok 

berpengaruh. Hal ini memperkuat ketimpangan dan membuat 

penanganan stunting kurang efektif. 

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengawasan dana desa juga menjadi sumber bias. Masyarakat sering kali 

hanya menjadi penerima manfaat tanpa dilibatkan secara aktif dalam 

proses pengambilan keputusan. Akibatnya, program yang dirancang 

tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, ibu-

ibu yang seharusnya menjadi target utama dalam program penanganan 

stunting sering kali tidak diajak berdiskusi dalam merancang program 

gizi atau kesehatan anak. Bias ini mengakibatkan program kurang 

responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok sasaran. 

Bias gender juga menjadi tantangan dalam implementasi 

kebijakan dana desa terkait program pemberdayaan dalam 

penanganan stunting. Program sering kali tidak sensitif terhadap 

peran dan kebutuhan perempuan, terutama ibu yang berperan penting 

dalam pemenuhan gizi anak. Program yang dirancang kurang 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akses 

perempuan terhadap layanan kesehatan, seperti waktu, tanggung jawab 

domestik, dan norma sosial. Hal ini mengakibatkan program tidak 

dapat menjangkau dan mendukung perempuan secara optimal dalam 

mencegah stunting pada anak. 

Selain itu, bias informasi juga mempengaruhi efektivitas 

program penanganan stunting yang didanai oleh dana desa. Sosialisasi 

dan penyuluhan tentang stunting sering kali tidak merata, sehingga 
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masyarakat di beberapa desa masih kurang memahami pentingnya 

pencegahan stunting sejak dini. Penyuluhan yang dilakukan hanya 

terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dan tidak menjangkau 

seluruh lapisan, seperti laki- laki atau kepala keluarga, yang juga 

berperan penting dalam mendukung pola asuh yang sehat. Bias 

informasi ini menyebabkan upaya penanganan stunting tidak 

komprehensif dan kurang efektif. 

c. Ketepatan Layanan 

Ketepatan layanan dalam konteks kebijakan dana desa di 

Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mencakup bagaimana 

program-program yang dibiayai dana desa dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi lokal. 

Dalam upaya penanganan stunting, ketepatan layanan menjadi krusial 

agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata pada 

pencegahan dan penanganan stunting pada anak-anak. 

Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan 

layanan adalah dengan memperkuat peran posyandu di setiap desa. 

Posyandu berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan 

kesehatan ibu dan anak, termasuk pemantauan tumbuh kembang 

anak serta edukasi gizi. Dana desa digunakan untuk memastikan 

posyandu memiliki fasilitas yang memadai, seperti alat timbang, 

vitamin, dan suplemen gizi. Selain itu, pelatihan kader posyandu 

untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penanganan 

stunting juga menjadi bagian dari penggunaan dana desa, sehingga 

pelayanan yang diberikan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Dana desa juga digunakan untuk mendanai program penyuluhan 

gizi dan kesehatan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan 

keluarga yang memiliki anak balita. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, serta pencegahan 

stunting. Ketepatan layanan penyuluhan ini dapat dilihat dari bagaimana 

informasi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk 

mempertimbangkan faktor budaya dan kebiasaan masyarakat dalam 

konsumsi makanan. Dengan pendekatan yang tepat, informasi dapat 

lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. 

Ketepatan layanan juga diwujudkan melalui program 

pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak balita yang 

berisiko stunting. Dana desa digunakan untuk menyediakan makanan 

tambahan yang bergizi dan sesuai dengan standar kesehatan. 

Pelaksanaan program PMT ini dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan spesifik anak, seperti usia dan kondisi kesehatan, sehingga 
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manfaat yang diperoleh lebih optimal. Keterlibatan ahli gizi atau tenaga 

kesehatan dalam merancang menu dan mengawasi pelaksanaan PMT 

juga menjadi langkah penting dalam memastikan ketepatan layanan. 

Penggunaan dana desa dalam mendukung ketepatan layanan juga 

terlihat dalam peningkatan akses layanan kesehatan, seperti pemeriksaan 

rutin bagi ibu hamil dan balita. Pemeriksaan ini bertujuan untuk 

mendeteksi dini masalah gizi dan kesehatan yang dapat menyebabkan 

stunting. Ketepatan layanan di sini berarti bahwa ibu dan anak 

mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat waktu sesuai 

dengan standar kesehatan yang berlaku. Dengan adanya dana desa, 

layanan kesehatan ini dapat diperkuat, baik dari sisi frekuensi pelayanan 

maupun ketersediaan tenaga medis yang berkompeten. 

d. Akuntabilitas 

Di Kecamatan Amahai, beberapa desa juga mulai menerapkan 

sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Melalui platform ini, informasi mengenai 

anggaran, pelaksanaan program, dan hasil capaian dapat diakses oleh 

masyarakat secara online. Langkah ini tidak hanya mempermudah proses 

pelaporan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memantau dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola 

dana, termasuk untuk program penanganan stunting. Dengan 

demikian, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mengawal 

akuntabilitas penggunaan dana desa. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga didorong melalui 

pembentukan tim pengawas independen di tingkat desa, yang terdiri 

dari perwakilan masyarakat dan tokoh lokal. Tim ini bertugas untuk 

mengawasi langsung pelaksanaan program-program yang didanai oleh 

dana desa dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai 

dengan rencana. Pengawasan ini meliputi verifikasi terhadap pengadaan 

barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta penilaian 

terhadap efektivitas program dalam menangani stunting. Keberadaan 

tim pengawas independen ini menambah lapisan akuntabilitas dan 

mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. 

Akuntabilitas juga tercermin dalam transparansi anggaran yang 

dipajang di papan informasi desa atau media sosial resmi desa. Langkah 

ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada 

masyarakat mengenai besaran dana yang diterima, alokasi dana untuk 

program stunting, dan progres pelaksanaan program. Transparansi ini 

penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa dan memastikan bahwa dana desa benar-benar dikelola 

dengan baik dan bertanggung jawab. 

Untuk menjaga akuntabilitas, evaluasi terhadap program 
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penanganan stunting yang didanai oleh dana desa dilakukan secara 

berkala. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga 

kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk 

menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, 

dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi digunakan 

sebagai dasar untuk penyempurnaan program di tahun berikutnya, 

sehingga dana desa dapat digunakan dengan lebih optimal dan tepat 

sasaran. 

e. Kesesuaian program dan kebutuhan 

Aspek kesesuaian program dengan kebutuhan dalam implementasi 

kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah 

sangat penting agar intervensi yang dilakukan dapat efektif dan 

memberikan dampak signifikan. Kesesuaian program dicapai melalui 

perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat, di mana setiap desa 

melakukan musyawarah untuk mengidentifikasi masalah stunting dan 

merancang solusi yang paling relevan dengan kondisi lokal. 

Musyawarah desa menjadi langkah awal yang penting dalam 

memastikan kesesuaian program. Dalam forum ini, masyarakat, kader 

kesehatan, bidan desa, dan perangkat desa bersama-sama 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah stunting 

di lingkungan mereka, seperti pola makan yang kurang sehat, kurangnya 

akses ke layanan kesehatan, atau keterbatasan ekonomi. Hasil dari 

musyawarah  ini  menjadi  dasar  dalam  menyusun  rencana  

penggunaan  dana  desa, sehingga program yang diusulkan benar-

benar menjawab permasalahan stunting yang ada dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

Penggunaan dana desa untuk program penanganan stunting di 

Kecamatan Amahai juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi 

desa. Misalnya, di desa yang memiliki akses pangan lokal yang 

melimpah, dana desa dimanfaatkan untuk mengembangkan kebun gizi 

dan program pemanfaatan pangan lokal, seperti sayuran, buah-buahan, 

dan ikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan 

konsumsi makanan bergizi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, 

sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan cara yang 

lebih berkelanjutan dan sesuai dengan budaya masyarakat. 

Kesesuaian program juga terlihat dalam pelaksanaan program 

penyuluhan dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi 

masyarakat. Penyuluhan gizi dan kesehatan dilakukan dengan 

mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, 

sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Misalnya, di beberapa desa, penyuluhan dilakukan melalui pendekatan 

langsung dan dialog interaktif yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga, 
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dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini membantu 

memastikan bahwa informasi penting mengenai gizi anak, pola makan 

sehat, dan pencegahan stunting dapat dipraktikkan oleh masyarakat. 

Program pemberian makanan tambahan (PMT) juga dirancang 

agar sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak di setiap desa. Melalui 

pemantauan tumbuh kembang anak yang rutin dilakukan oleh kader 

posyandu, jenis dan porsi makanan tambahan disesuaikan dengan 

kondisi kesehatan dan usia anak. Dengan cara ini, program PMT menjadi 

lebih tepat guna, karena memberikan nutrisi yang diperlukan sesuai 

dengan kebutuhan gizi masing-masing anak. Kesesuaian dalam 

pelaksanaan program ini penting untuk memastikan bahwa intervensi 

gizi benar-benar efektif dalam mengurangi risiko stunting. 

Selain program yang berfokus pada anak, dana desa juga 

digunakan untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil dan 

menyusui, yang merupakan kelompok rentan terhadap masalah gizi. 

Program kesehatan ibu, seperti pemeriksaan rutin, pemberian 

suplemen, dan pendampingan oleh bidan desa, disesuaikan dengan 

kondisi kesehatan masing-masing ibu. Dengan adanya program yang 

responsif terhadap kebutuhan ibu, risiko stunting pada bayi dapat 

ditekan sejak masa kehamilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci 

dalam penanganan stunting yang efektif. 

 

SIMPULAN  

Siklus pengelolaan dana desa dalam mendukung program 

pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan 

Amahai merupakan rangkaian tahapan yang terstruktur dan 

berkesinambungan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan 

efektif. Siklus ini mencakup lima tahap utama, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang 

masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan dana desa 

digunakan sesuai dengan tujuan program. 

a. Perencanaan: Proses perencanaan melibatkan identifikasi masalah 

stunting, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tahap ini 

juga melibatkan transparansi dengan menginformasikan rencana 

penggunaan dana kepada masyarakat. 

b. Pelaksanaan: Pada tahap ini, program-program yang direncanakan 

dijalankan sesuai dengan RKP Desa dan APB Desa, melibatkan 

kegiatan penyuluhan, distribusi makanan tambahan, dan peningkatan 

akses layanan kesehatan. Pengawasan dan monitoring rutin 

diperlukan untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian program 
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bila diperlukan. 

c. Penatausahaan: Penatausahaan mencakup pencatatan, pengelolaan, 

dan penyimpanan dokumen keuangan dengan transparansi yang 

tinggi. Hal ini penting untuk memastikan setiap pengeluaran dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai anggaran yang telah 

ditetapkan. 

d. Pelaporan: Pelaporan yang berkala dan transparan mencakup 

informasi tentang pelaksanaan kegiatan, capaian, dan penggunaan 

dana. Laporan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat dan 

pihak terkait untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. 

e. Pertanggungjawaban: Tahap akhir ini melibatkan penyampaian 

laporan akuntabilitas yang rinci mengenai penggunaan dana dan hasil 

program kepada masyarakat dan pihak berwenang. 

Pertanggungjawaban yang baik memastikan kepercayaan masyarakat 

dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan untuk program tahun 

berikutnya 

Implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten 

Maluku Tengah, dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat 

untuk penanganan stunting melibatkan lima aspek utama: akses, bias, 

ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan 

kebutuhan. 

a. Akses: Dana desa digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan menjangkau 

hingga ke desa-desa terpencil. Ini termasuk memperkuat posyandu, 

mendanai program penyuluhan, dan menyediakan makanan 

tambahan bagi anak-anak yang berisiko stunting, sehingga seluruh 

masyarakat, termasuk yang berada di daerah sulit dijangkau, dapat 

memperoleh layanan yang dibutuhkan 

b. Bias: Tantangan utama dalam implementasi adalah adanya bias dalam 

distribusi dana, pemilihan program, dan keterlibatan masyarakat. 

Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dana, preferensi 

kelompok tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, serta bias 

gender dan informasi. Mengatasi bias ini penting untuk 

memastikan bahwa program penanganan stunting berjalan efektif 

dan adil. 

c. Ketepatan Layanan: Dana desa mendukung ketepatan layanan dengan 

memastikan bahwa intervensi yang diberikan tepat waktu dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Program seperti pemberian makanan 

tambahan, penyuluhan gizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin 

dirancang untuk memberikan manfaat yang langsung dan tepat guna, 

sehingga dapat menurunkan angka stunting secara signifikan. 

d. Akuntabilitas: Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan prinsip 
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akuntabilitas yang ketat melalui perencanaan partisipatif, pelaporan 

berkala, pengawasan independen, dan transparansi anggaran. 

Akuntabilitas ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai 

tujuan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan 

mencegah penyalahgunaan dana. 

e. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan: Program penanganan 

stunting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

setempat melalui perencanaan berbasis partisipasi, pemanfaatan 

potensi lokal, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan 

bahwa program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan efektif 

dalam mengatasi permasalahan stunting di setiap desa. 
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